NOMOR SOP 179.1 /900 /Il /202
TGL.PEMBUATAN | 28 Februari 2021
BADAN KEUANGAN DAN ASET TGL.REVISI 8 Maret 2021 ok
TGL.EFEKTIF 12 Maret 2021 /
DAERAH DISAHKAN OLEH KepalaF \ apgan d_an Aset
KABUPATEN BINTAN 18l Rabuf Bintan
S NIP,1G1 198903 1 010
NAMA SOP Penerbitag SR2B~ b -/
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA™ T N %2~

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 | Ka. Sub. Bid. Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
tentang KeuanganNegara

2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

4. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 50
Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah

7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 6
Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP SekretariatBadan 1. Komputer
2. SOP Bidang Anggaran dan | 2. Internet
Perbendaharaan 3. Alat Tulis
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila PenerbitanSP2D terlambat dibuat | Disimpan sebagai data elektronik dan manual
maka pencairan dana akan tertunda




PROSEDUR PENERBITAN SP2D UP/GU/TU/LS-Bendahara Pengeluaran

PELAKSANA MUTU
NO. URAIAN PROSEDUR o BENDAHARA KEPALA BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PENGELUARAN T KELENGKAPAN DOKUMEN WAKTU QUTPUT
PENGOLAHAN DATA
KUASA EUD
PERBENDAHARAAN VERIEIRASH KOMPUTER
Surat Pernyataan Tanggungjawab PASKPA;
L Menerima pengajuan penerbitan SPM 5SPM; Buktl Pengeluaran yang sah dan fegister Penerimaan
dari PASKPA lengkap; dokumen lainnya yang 5 SsPM
dipersyaratkan
BUD/Kuasa BUD melalui Kasi ::Et :e::l\f:taan ;ranggungjawa::NKPA; Daftarpper[:s: (checklist);
Perbendaharaan menealiti (verifikasi) j BUKL Fengeluaran yang sah dan Pt :E"n ke
kelenakanan dal yang di lengkap; dokumen lalnnya yang Penerbitan 5P20;
2. $=) Lo L '] -
PA/KPA dan meneliti Pagu Kredit dipersyaratkan 15 ::igter Surat Penolakan
Anggaran, dan mengembalikan dokumen
yang tidak lengkap kepada PA/KPA
Verifikasi dinyatakan lengkap dan sah Surat Pernyataan Tanggungiawab PA/KPA; Daftar periksa {checklist)
dokumen 5PM SPM; Bukti Pengeluaran yang sah dan kelengkapan dokumen
a lengkap; dokumen lainnya yang 5 ditanda tangani petugas
; dipersyaratkan; Daftar Periksa (checklist} verifikasi
y Surat Pernyataan Tanggungjawab PA/KPA;
Petugas pengolah data komputer :l : SPM; Bukt| Pengeluaran yang sah dan Dokumen SP2D dan
a melakukan transfer data komputer dan . [ lengkap; dokumen lalnnya yang 5 Daftar Penguji; data
memposting data untuk diterbitkan dipersyaratkan; Daftar Periksa (checklist) komputer
SP2D; Daftar Pengul; Check Giro
Surat Pernyataan Tanggungiawab PA/KPA;
Kasi Perbendaharaan meneliti kemball SPM; Bukti Pengeluaran yang sah dan SP2D, Daftar Penguli,
5.  |dokumen SP2D; Daftar Penguji dan Check 3 F :ngkap; d“:“‘“‘:)" :E"’;\"a _\l‘z"s i 10 Bilyet Giro; Register
Giro dan mem-paraf daftar penguji s mﬁ < ipersyaratkan; Daftar Periiss {checkist) 5P20
Surat Pernyataan Tanggungjawab
PA/KPA; Daftar Periksa (checklist
5 BUD/Kuasa BUD menandatangani SP2D, ( ) 10 SP2D, Daftar Penguji,
% Daftar Penguji dan Bilyet Giro Bilyet Giro
7 SP2D dan Bilyet giro diserahkan kepada 5p2D, Daftar Penguli, Bilyet Gira 5 Reglster penyerahan
L N SP2D

PA/KPA melalui Bendahara Pengeluaran

55




BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN BINTAN

| NOMOR SOP 179.2. /900 / 1l / 202\
TGL PEMBUATAN 28 Februari 2021
TGL REVISI 8 Maret 2021 _
TGL EFEKTIF 12 Magét 20
DISAHKAN OLEH
N & NPT AR LA
NAMA SOP Pelaksanha Sisteft Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-UndangNo 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

4. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun2014

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021

8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 33

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Bintan Nomor 14

Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan

Akuntansi

9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 41

Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bintan Tahun Anggaran

2021

Ka. Sub. Bid. Akuntansi dan Pelaporan

10. Buletin  Teknis Standar Akuntansi
Pemerintahan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP SekretarisBadan 1. Komputer
2. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan |2. Internet
Aset Daerah 3. AlatTulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerahterlambat dibuat
maka pelaporan juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan




Pelaksana Mutu Baku

e Hegisten Kaban abid Kasubid | Staf | Kelengkapan| Waktu | Output et

1 Menerimabuktipenerimaan dan -8TS 2 jam | Buku
pengeluaran dari bank, @ -8P2D besar
menginput, memverifikasi L Laporan
Jurnal, dan memposting jurnal Realisasi
kemudian mencetak  dan jAnggaran
menyerahkan kepada Kasubid
dan melakukan rekonsiliasi
antara SKPD dan PPKD

2 Melakukan penghitungan/ r - Bukubesar [1minggu [Konsep
menyusun laporan konsolidasi - Laporan Laporan
dari laporan tiap SKPD yang Realisasi Konsoli
diserahkan oleh staf dan Anggaran dasi
menyerahkan Laporan
Konsolidasi kepada Kabid




R r—

disposisi

Pelaksana Mutu Baku
He Kagatn Kaban Kabid Kasubid | Staf | Kelengkapan| Waktu | Output =
3 Menerima laporan Konsep 15 Konsep
konsolidasi dari kasubid Laporan menit  Laporan
akuntansi apabila tidak Konsolidasi Konsoli
setuju mengembalikan dasi
kepada kasubid b 4
akuntansi untuk AN tidak
diperbaiki, jika setuju \\/
memberi paraf dan X
menyerahkan kepada
Kaban untuk
ditandatangani tidak
B Menerima laporan Konsep 15 Laporan
konsolidasi dari kabid | Ya Laporan menit  [Konsoli
perbendaharaan  dan 4 Konsolidasi dasi
akuntansi  apabila tidgk” N\ yang
setuju mengembalikan / telah
kepada kabid disahkan
perbendaharaan  dan Kaban
akuntansiuntuk
diperbaiki, jika setuju
menandatangani  dan
menyerahkan kepada
Kabid untuk
didokumentasikan
5 Menerima Laporan Laporan 30 Laporan
Konsolidasi yang telah Konsolidasi | menit Konsoli
ditandatangani  oleh > yang telah dasi
Kaban dan disahkan yang
menyerahkannya kepada Kaban telah
kasubid akuntansi untuk disahkan
didokumentasikan Kaban,
disposisi
6 Menerima Laporan Laporan 10 Laporan
Konsolidasi yang telah Konsolidasi | menit |Konsoli
ditandatangani  oleh r yang telah dasi
Kaban dan disahkan yang
menyerahkannya kepada Kaban, telah
staf urituk disposisi disahkan
didokumentasikan Kaban,
!dispos]s}
i Menerima dan Laporan Dokumen
mendokumentasikan  J Konsolidasi
laporan konsolidasiyang | | yang telah
teiah ditandatangani disankan
Kaban Kaban,




[ NOMOR SOP 179.3 /900 /1 /2021
TGL PEMBUATAN 28 Februari 2021
BADAN KEUANGAN DAN ASET 1gt FE*E;”'(ST'IF ?M?fe‘ 20211 //
2 Maret 2021
DAERAH DISAHKAN OLEH adanKeys
KABUPATEN BINTAN
NAMA SOP

[ DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA -

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Permendagri No 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  dan Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016

. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Keuangan danAsetDaerah

Ka. Sub. Bid. Administrasi Anggaran

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Sekretaris Badan
2. SOPBidangAnggarandanPerbendaharaan

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyiapan anggaran kas terlambat
dibuat maka proses pencairan dana akan
tertunda dan PPKD tidak bisa memperkirakan
arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukupguna
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap
periode.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No Kegiatan _F'elaksana _ Mutu Baku Ket
Kaban | Kabid Kasubid Staf | Kelengkapan| Wakiu Output
1 Memerintahkan staf untuk ( ) Data 15 Disposisi
membuat draft surat anggaran menit
permintaan Anggaran Kas SKPD  se
SKPD se Kabupaten Kabupaten
2 Membuat draft surat Disposisi 30menit| Draft surat
permintaan Anggaran Kas permintaan
SKPD se Kabupaten anggaran
Bintan kas SKPD
3 Memeriksa draft surat Draft surat | 15 Draft
permintaan dan permintaan | menit sura
menyerahkan kepada anggaran t
Kabid untuk  meminta kas SKPD permintaan
tanda tangan kepada data
Kaban anggaran
: j kas SKPD




. Pelaksana Mutu Baku
Mo Haglatn Kaban | Kabid | Kasubid | Staf | Kelengkapan| Wakiu | Outpul | o
4 Memeriksa surat Draft surat | 10 Surat
permintaan anggaran kas permintaan | menit | perminta
jika setuju memberikan ya tida data an data
paraf dan diserahkan anggaran anggaran
kepada Kaban untuk N kas SKPD kas SKPD
meminta tanda tangan, il
jika tidak setuju
dikembalikan kepada
Kasubiduntukdiperbaiki
5 Menerima surat Ya tidak Surat 15 Surat
permintaan anggaran kas Y permintaan | menit | perminta
jika setuju memberikan e data an data
tandatangan dan jikatidak / anggaran anggaran
setuju dikembalikan kas SKPD kas SKPD
kepada Kabid untuk yg telah
diperbaiki ditanda-
tangani
Kaban
6 Menerima surat Surat 10 Data
permintaan anggaran kas permintaan | menit | Anggaran
yang telah ditandatangani > data anggaran SKPD
oleh Kabandanmenyerah- kasSKPDyg
kannyakepadakasubid telah di-
tandatangani
Kaban
7 Menerima surat - Surat 1hari | Tanda
permintaan anggaran kas permintaan tangan
yang telah ditandatangani 4 data yang
oleh Kaban dan telah di-
memerintahkan staf untuk tandatangani
mengirim surat Kaban
permintaan dataanggaran - Data
kas ke semua SKPDdan anggaran
menerima data anggaran kas SKPD
kas darisemua SKPD
8 Mengirim surat + Tandaterima | 1hari | Data
permintaan dataanggaran v surat anggaran
kas semua SKPD dan permintaan kas
menerima data anggaran data yang semua
kas dari semua SKPD telah di- SKPD
tandatangani
Kaban
9 Melakukan verifikasi - Data 1 Data
antara data anggaran kas v Anggaran minggu | anggaran
SKPD berdasarkan DPA Kas SKPD kas yang
SKPD yang sudah disahkan - DPASKPD telah
oleh PPKD diverifika
si
10 | Membuat  konsolidasi - Data 1 Anggaran
anggarankas Pemda y anggaran minggu | Kas
( ) kas yang Pemda
telah
diverifikasi




BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR SOP

| TGLREVISI
TGL EFEKTIF

| DISAHKAN OLEH |

NOI | 179.4/900/ n/ 202\
TGL PEMBUATAN

28 Februari 2021

8 Maret 2021

198903 1 010

| NAMA SOP

Polaksdnaan, vertfikas Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan-Karja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)

| DASAR HUKUM -

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003
tentang KeuanganNegara

2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. Undang-undang No 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

4 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

"Ka. Sub. Bid. Administrasi Anggaran

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP SekretariatBadan 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Bidang  Anggaran dan | 2. Komputer
Perbendaharaan 3. Internet
4. Alat Komunikasi
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Pelaksanaan verifikasi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD)danDokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA-SKPD)terlambat dibuat maka

pelaksanaankegiatan SKPD akantertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

aplikasi, yang sudah sesuai
dilanjutkan proses
penandatanganan sedangkan
yang tidak sesuai dikembalikan
ke SKPD

; Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kaban | Kabid | Kasubid Staf | Kelengkapan | Waktu Output Ret
Menerima DPA dan DPPA SKPD r ) DPA SKPD 5menit | Tanda Terima
untuk diverifikasi
Pengecekan DPA dan DPPA - DPA SKPD 15 menit | DPA  yang
dengan PaguAnggaran SKPD - KUA-PPAS telah
- APBD diverifikasi
Pengecekan uraian kode DPA  vyang | 3hari Draft
rekening pada DPA dan DPPA telah Penjabaran
yang dientry SKPD ke dalam diverifikasi APBD




(NOMORSOP
TGL PEMBUATAN

179.5 /900 / |Il / 207\
28 Februari 2021

TGL REVISI

8 Maret 2021

BADAN KEUANGAN DAN ASET

TGL EFEKTIF

DAERAH
KABUPATEN BINTAN

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan PembangunanNasional

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dan  Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016

7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Ka. Sub. Bid. Administrasi Anggaran

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP SekretarisBadan
2. SOPBidangAnggarandanPerbendaharaan

1. Komputer

2. Internet

3. Alat Tulis

4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Pelaksanaan Pendokumentasian dan
distribusi APBD dan Perubahan APBD terlambat
dibuat maka pelaksanaan program dan
kegiatan akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen anggaran

. Pelaksana Mutu Baku
No Kagiatan Kaban | Kabid| Kasubid | Staf Kelengkapan Waktu Output Ket
1 Mencetak -Perda tentang | 1 minggu |- Buku APBD
dokumen APBD ( ) APBD - Buku Penjabaran
dan  Perubahan - PerBupati tentang APBD
APBD PenjabaranAPBD - Buku Penjabaran
I | -Perda tentang Perubahan APBD
Perubahan APBD
- PerBupati tentang
Penjabaran

Perubahan éEBD




; Pelaksana Mutu Baku
Ny egintan Kaban | Kabid | Kasubid |Staf |- Kelengkapan Waktu |- Output Ket
2 Melakukan -APBD 1 hari -APBD
pengecekan -Buku  Perubahan - Buku Perubahan
dokumen APBD dan APBD APBD
Perubahan  APBD, -Buku  Penjabaran - Buku Penjabaran
lika setuju APBD APBD
menyerahkan -Buku Penjabaran - Buku Penjabaran
kepada Kabid, jika / PerubahanAPED Perubahan APBD
tidak setuju
mengembalikan A
kepada staf untuk
diperbaiki
3 Mengoreksi dokumen - Draft APBD 1jam - Draft APBD
APBD dan Perubahan, - Draft Buku - Draft Buku
kemudian ya PerubahanAPBD Perubahan APBD
menyerahkannya tidak - Draft Buku - Draft Buku
kepada  Kasubid X PenjabaranAPBD Penjabaran APBD
apabila setuju untuk \ - Draft Buku - Draft Buku
didokumentasikan Penjabaran Penjabaran
dan apabila terjad PerubahanAPBD Perubahan APBD
kesalahan diperbaiki
oleh kasubid
4 Menyerahkan -BukuAPBD 15 menit |- BukuAPBD
dokumen kepada Staf -Buku  Perubahan - Buku Perubahan
untuk T APBD APBD
didokumentasikan -Buku Penjabaran - Buku Penjabaran
APBD APBD
-Buku Penjabaran - Buku Penjabaran
PerubahanAPBD Perubahan APBD
5 Menyetempel  dan ! -Buku APBD 1 hari - Dokumen
mendistribusikan -Buku  Perubahan APBD dan
kepada pihak terkait ( ) APBD Perubahan
dan -Buku  Penjabaran APBD
mendokumentasikan APBD -TandaTerima
nya -Buku Penjabaran
PerubahanAPBD




NOMOR SOP 1%9.6 /900 /11/ 202

TGL.PEMBUATAN 28 Februari 2021
BADAN KEUANGAN DAN ASET 1o R e
DAERAH DISAHKAN OLEH path Bag3 eu3 g’Aa'n dan Aset

KABUPATEN BINTAN dhKgdpaten Bintan

98903 1 010

AN . .
al WRencana Kerja Anggaran
NAKA.SOP Satuan KerjaPerargkat Daerah (RKA-SKPD)

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Ka. Sub. Bid. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran2021

3. Peraturan Bupati Bintan Nomor 41
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran

2021
KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP SekretariatBadan 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Bidang  Anggaran dan | 2. Komputer
Perbendaharaan 3. Internet
4. Alat Komunikasi
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja | Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD )terlambat dilaksanakan maka
penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
SKPD akan tertunda

No Keiiatari Pelaksana Mutu Baku Ket
‘ 9 Kaban| Kabid |Kasubid | Staf | Kelengkapan | Waktu Output

RKA SKPD 5 menit | Tanda

1. | Menerima RKA SKPD : @ !
terima

2. | Pengecekan RKA dengan -RKASKPD 10 RKA yang
Pagu Anggaran SKPD pada ¥ -APBD menit/ | telah
Aplikasi yang sudah dientry RKA diverifikasi
SKPD

3. | RKA yang salah diberikan J RKA yang telah | 2 hari Tanda

catatan dan diserahkan ke diverifikasi terima
SKPD untuk diperbaiki




ot

D R

BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR SOP 179.% /900 / 11/ 202
TGL PEMBUATAN 28 Februari 2021
TGL REVISI 8 Maret 2021
TGL EFEKTIF 12 Mare oy
DISAHKAN OLEH R fn dan Aset
ipaten Bintan
uf"mmm
tafma Muda
NIP. 19820137 198903 1 010
NAMA SOP PenywSunan Laporar Keuangan Daerah dalam

rangka pertangguhgjawaban pelaksanaan APBD
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) |

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA :

1.

2.

3.

10.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2014
tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi
Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bintan Tahun Anggaran2021
Buletin  Teknis  Standar
Pemerintahan

Akuntansi

Ka. Sub. Bid. Akuntansi dan Pelaporan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.
2

SOP SekretarisBadan
SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaaan
Aset Daerah

1.
2.
3. Alat Tulis
4. Printer

Komputer
Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP)terlambat dibuat maka proses penyampaian
laporan akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen pelaporan

T




Pelaksana Mutu Baku
No Kegjetan Kaban Kabid Kasubid | Staf Kelengkapan | Waktu | Output Ket
1 Menerima dan melakukan Laporan 1bulan | Tanda
asistensi atas Laporan Keuangan Terima
Keuangan SKPD yang terdiri SKPD, Data
dari Laporan Realisasi ( ' Mapping Aset,
Anggaran dan Neraca Format A1,
dengan data pendukungnya A3, A4, C, E,
apabila sudah sesuai F1
digunakan sebagai bahan
penyusunan Laporan
Keuangan Daerah
2 Menyusun Laporan Laporan 3 hari Konsep
Keuangan Daerah yang Keuangan Laporan
terdiri atas Laporan Realisasi ISKPD, Mapping Keuangan
Anggaran, Laporan Arus Kas, Aset, Format Daerah
Neraca dan Catatan Atas y A1,A3,A4,C,E,
Laporan Keuangan dan F1
menyerahkan Laporan ke A
Kabid
3 Memeriksa Laporan Konsep Laporan | 2jam Konsep
Keuangan Daerah yang Ya Tidak Keuangan Laporan
disusun Kasubid jika tidak Daerah Keuangan
setuju  mengembalikan X Daerah
kepada kasubid, jika setuju / \
memberi  paraf  dan \ /
mengajukankepada Kaban )y
4 Memeriksa Laporan | Ya Tidak] Konsep Laporan | 2jam Disposisi
Keuangan Daerah jika tidak L 4 Keuangan
setuju mengembalikan \ Daerah
kepada kabid, jika setuju /
memberi  parafl  dan
memerintahkan Kabid untuk
dicetakgandakan
5 Bersama Kasubid dan Staf v Disposisi 1hari | Konsep
mencetakgandakan Laporan ( ) Laporan
Keuangan Daerah Keuangan
Daerah




